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Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa 
dihadapi oleh setiap masyarakat. Saat seorang narapidana 
menjalani vonis yang dijatukan oleh pengadilan, maka hak-hak 
sebagai warga negara akan dibatasi ruang geraknya karena 
ditempatkan di Lemabaga Pemasyarakatan. Tetapi masih ada 
hak-hak narapidana khususnya perempuan yang harus dilindungi 
dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pemenuhan hak-hak narapidana perempuan ditinjau dari UU No 
12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatandan menjelaskan 
bagaimana implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap 
hak-hak narapidana perempuan (studi kasus lembaga 
pemasyarakatan perempuan kelas IIA Palembang).  
 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 
IIA Palembang. Adapun metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi dan studi 
pustaka. Sebagai data primer yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan kepala seksi binaan dan anak didik dan 2 
warga binaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA 
Palembang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 
dari al-Qur‟an, buku-buku pustaka dan tulisan ilmiah dan 
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul penelitian. 
Data tersier adalah data-data dari internet mengenai hak-hak 
narapidana perempuan. Setelah data tersebut diperoleh, lalu 
dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
 Dari uraian-uraian yang disajikan berbagai tinjauan, maka 
penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai 
hukum pidana Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan di 
lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang  masih ada yang 
belum terpenuhi dikarenka masalah over kapasitas dan fasilitas 
yang kurang memadai, akan tetapi tidak semua hak tidak 
terpenuhi secara garis besar pemenuhan hak-hak narapidana 
perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang 
sudah terpenuhi berdasarkan Syari‟at Islam, HAM dan undang-
undang yang berlaku. 
Kata Kunci :Hak-Hak Narapidana Perempuan 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto  
“Learn from yesterday, Live for today, hope for 
tomorrow. The important thing is not to stop 
questioning” (aLbert einstein) 
“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if 
you were to Live forever”(mahataa gandhi) 
Kupersembahkan kepada: 
 Kedua Orang Tuaku 
 Kakak-kakak dan 








PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 
dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
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Arab 





















































































































































(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap 
kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 
xi 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta 
bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءبٌٍاٚلاا تِاسو Ditulis Karamah al-auliya 
  
2. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, 
kasrah dan dammah ditulis t. 
سطفٌا ة بوش Ditulis Zakatulfitri 
 


























E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
تٍٍ٘ بج 
Fathah + ya‟ mati 
ىععٌ 























F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati 
ُىتٍب 











G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu 
Kata dipisahkan dengan Apostrof 
ُتٔاا 









H. Kata Sandang Alif + Lam 








b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan 
menggandakan huruf Syamsiyyah yang 










I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian 
Kalimat 
Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis 
penulisannya. 
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A. Latar Belakang 
Tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa 
dihadapi oleh setiap masyarakat, mulai masyarakat menengah 
kebawah sampai masyarakat menengah keatas. Pencemaran nama 
baik, penganiayaan, perampokan, pemerkosaan, bahkan 
pembunuhan merupakan contoh bentuk kriminalitas. Berbagai 
program oleh pemerintah dilaksanakan, tetapi kriminalitas tidak 
bisa diberantas secara tuntas dan hanya bisa dikurangi 
intensitasnya. Salah satu institusi pemerintah yang 
menanggulangi kriminalitas adalah lembaga pemasyarakat, yang 
dulu sering disebut penjara.
1
 Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun batang 
tubuhnya secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum.
2
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Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Hak-Hak Narapidana: 
Suatu Pengantar (Jakarta: Elsam 1996). Psl 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 
1945). 
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Penjara diciptakan oleh negara sebagai lembaga yang 
merenintegrasikan dan meresosialisasikan para narapidana 
kedalam masyarakat, penjara digunakan sebagai tempat 
penghukuman bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum 
pidana. Penjara sudah dikenal sejak abad ke-16 M. Bahkan 
diperkirakan penjara dalam bentuk yang sangat sederhana sudah 
ada sejak abad ke-13 M Florence Prancis. Banyak pengertian 
mengenai dari hukum pidana salah satunya adalah menurut Van 
Hamel yang mengatakan “Hukum pidana adalah semua dasar-
dasar dan aturan-aturan yang diantut oleh suatu negara dalam 
menyelenggarakan ketertiban hukum dan mengenakan suatu 




Dalam bahasa Arab istilah penjara sendiri disebut “al-
habsu” artinya “menahan” atau penahan sebagai tindak 
pengamanan.
4
 Penjara juga mempunyai arti: Bangunan untuk 
menempatkan para terpidana yang juga disebut Lembaga 
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Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2015), Hlm.42. 
4
Ahmad Warson Munawwier, Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia 
Lengkap (Yogyakarta: Yunit Pengadaan Buku-Buku Buku-Buku Ilmiah 





Pemasyarakatan hal ini kaitannya dengan Pasal 10 KUHP karena 
dalam pasal ini ada pokok pidana yaitu: pidana mati, pidana 
penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan dan 
pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, pengumuman 
putusan hakim) yang akibat dari tindak pidana tersebut akan 
dipenjara. Akan tetapi pada saat ini penjara sudah jarang 
dipergunakan karena lebih terkesan pada penghukuman fisik 




Lembaga Pemasyarakatan perempuan adalah nama sebuah 
tempat yang digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana 
selama menjalani hukuman, dari seorang narapidana yang 
melakukan tindak pidana yang lebih dikenal dengan istilah 
penjara.
6
 Kementrian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara 
sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem 
pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan 
tidak melakukan kejahatan dikemudian hari, sehingga narapidana 
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Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 350. 
6
P. A. F. LUMINTANG, Hukum Penintesir Indonesia (Bandung; 





dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, kembali 
aktif berperan dalam pembangunan serta hidup wajar sebagai 




sebagai pelaksana asas pengayoman dan merupakan tempat untuk 
mencapai tujuan tersebut diwujudkan melalui pendidikan, 
rehabilitasi, dan reintegerasi, dengan tujuan untuk meningkatkan 
kualitas warga binaan. Warga binaan pemasyarakatan diharapkan 
dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat. Pasal 5 dari Universal Declaration of 
human Rights bertujuan untuk menghindari perlakuan atau 
hukuman yang aniaya, kejam, tidak manusiawi, atau 
merendahkan.  
Seiring perkembangan zaman tindak pidana tidak hanya 
dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi sekarang kaum perempuan 
juga sudah banyak melakukan tindak pidana terbukti dengan 
adanya Lembaga Pemasyarakatan khusus perempuan. Saat 
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Suahrjo, 1994, Pohon Beringin Pengayoman, Pusat Penelitian dan 





seorang Narapidana menjalani vonis yang dijatukan oleh 
pengadilan, maka hak-hak sebagai warga negara akan dibatasi 
ruang geraknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. 
Tetapi masih ada hak-hak narapidana khususnya perempuan yang 
harus dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia, 
sehubungan dengan itu nilai-nilai hukum pidana Islam, 
narapidana perempuan perlu dihormati. Persoalan perempuan 
merupakan hal yang selalu menarik untuk dikaji, baik 
eksistensinya, karakteristiknya, maupun problematika seiring 
dengan laju perkembangan dalam masyarakat, perempuan selalu 
menjadi bahan pembicaraan formal dan non formal dari dulu 
hingga sekarang, seolah-olah pembahasan perempuan ini tidak 
ada habisnya. 
Sejauh perhatian ditunjukan pada masalah perlakuan, Islam 
tidak mengenal suatu dasar perlakuan diskriminatif. Semua orang 
berhak atas perlakuan yang sama dan adil. Perilaku dan sikap 
yang bermartabat serta penghargaan terhadap martabat orang lain 
menjadi karakter yang ditemukan dalam masyarakat Islam. Nabi 





selalu berbuat baik dan juga memperingatkan agar tidak memukul 
siapapun dengan wajahnya. 
Sebelum datang Islam, seluruh umat manusia memandang 
hina kaum perempuan. Jangankan memuliakan, menganggapnya 
sebagai sarana kesenangan saja. Orang-orang Romawi 
memberikan hak atas seorang ayah atau suami menjual 
perempuan atau istrinya. Orang Arab memberikan hak-hak atas 
anak untuk mewarisi atas ayahnya. Mereka tidak mendapat hak 
waris dan tidak berhak memiliki harta benda. Peristiwa ini juga 
terjadi di Persia, Hindia dan negeri-negeri lainya.
8
Hal ini berbeda 
setelah kedatangan Islam, harkat dan martabat seorang 
perempuan dijunjung tinggi, ini terbukti dengan adanya ayat-ayat 
Al-Qur‟an dan hadist yang membahas tentak hak-hak perempuan, 
sebagaimana laki-laki hak perempuan juga terjamin dalam Islam. 
Pada dasarnya, segala yang menjadi hak laki-laki maka 
perempuan juga berhak mendapatkannya.
9
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http://wa hdah.or.id/wanita-sebelum-dan sesudah-islam/ (diakses 
pada tanggal 20 April 2018, pukul: 08:00 WIB). 
9
https://lembagadakwahkampus.wordpress.com/2010/04/08/wanita-






Hak narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah 
sama, hanya dalam hal ini narapidananya adalah perempuan 
maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus 
dibandingkan narapidana laki-laki yang berbeda dalam beberapa 
hal, diantaranya karena perempuan mempunyai hak yang sama 
dengan laki-laki, maka dalam hal ini hak-hak narapidana 
perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus baik menurut 
Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan. 
Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa hak perempuan 
merupakan hak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali 
termasuk warga binaan perempuan yang berada di dalam LAPAS 
perempuan kelas IIA Palembang. Dalam lembaga 
pemasyarakatan perempuan bahwa narapidana atau warga binaan 
pemasyarakatan tersebut memiliki hak-hak sesuai dengan UU 
No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  
Dalam UU No.12 Tahun 1995 narapidana didalam lapas itu 
sendiri memiliki hak yang berhak mendapatkanya.
10
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1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya; 
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani; 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang 
layak; 
5. Menyampaikan keluhan; 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 
masa lainya yang tidak dilarang; 
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 
dilakukan; 
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau 
orang tertentu lainnya; 
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga; 
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Dilihat dari konteks Indonesia terkait pelaksanaan pidana 
penjara Pasal 12 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan ini, maka narapidana ditetapkan dibina 
berdasarkan karakteristiknya, sehingga tujuan pembinaan dapat 
dicapai. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi Pasal 12 
sebagimana yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 
tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga 





lamanya pidana tidak dapat terwujud. Over kapasitas di Lapas 
Indonesia terjadi pada semua kantor wilayah (kanwil) lembaga 
pemasyarakatan. Total narapidana dan tahanan di 33 kanwil 
pelaksana, terlihat bahwa hanya ada 8 kanwil yang tidak over 
kapasitas, selebihnya 25 kanwil mengalami over kapasitas. Hal 
tersebut menjadi efek dari banyaknya pengenaan pidana penjara 
yang diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di 




Ide pemasyarakatan berupa rehabilitsi akan sulit terwujud 
dengan timbulnya over kapasitas di sejumlah lembaga 
pemasyarakat. Jumlah narapidana dilembaga pemasyarakatan 
menjadi tidak seimbang dengan jumlah bangunan lembaga 
pemasyarakatan, sehingga lambat laun lapas akan menjadi Over 
Capacity yang mengakibatkan pelaksanaan pidana penjara dan 
pemenuhan hak menjadi kurang efektif. Dari pedoman ini dapat 
disimpulkan bahwa masalah over kapasitas penjara merupakan 
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variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan 
pembinaan.
12
 Selain masalah over kapasitas masalah fasilitas 
yang kurang memadai sangat berpengaruh dalam pemenuhan 
hak-hak narapidana terkhususnya narapida perempuan.  
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis paparkan 
bahwasanya narapidana atau warga binaan berhak mendapatkan 
haknya tanpa adanya diskriminasi antara warga binaan 
pemasyarakatan lainnya dalam pemenuhan haknya. Dari 
pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana 
bukan orang hukuman, melainkan orang tersesat yang 
mempunyai kesempatan untuk bertaubat, sedangkan taubat itu 
tidak dapat dicapai jika dengan penyiksaan melainkan dengan 
bimbingan dan pembinaan, dan jika lembaga pemasyarakatan itu 
sendiri mengalami masalah over kapasitas karena hal itu sangat 
mempengaruhi pemenuhan hak-hak layaknya manusia pada 
umumnya. Perempuan yang kita kenal memiliki lemah lembut 
yang memiliki fisik yang relatif lemah dibandingkan kaum laki-
laki, ternyata bisa melakukan tindak kejahatan. Perempuan yang 
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melakukan suatu tindak kejahatan sistem peradilan pidana yaitu 
Lembaga Pemayarakatan, dimana warga binaan perempuan jelas 
berbeda dengan warga binaan laki-laki, karena warga binaan 
perempuan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. 
Adanya permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang “ Implementasi Nilai-Nilai 
Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana 
Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 
II A Palembang”. Disini penulis ingin meneliti lebih mendalam 
apakah pemenuhan hak-hak narapidana perempuan bisa berjalan 
dengan baik. Dengan demikian bentuk-bentuk diskriminasi, 
penekanan, pemerasan dan perlakuan buruk tidak akan terjadi di 
LAPAS, sehingga harapan setelah mereka keluar dari LAPAS 
bisa hidup normal dan diterima oleh masyarakat dapat terwujud 
dengan baik. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan 






2. Bagaimana Implementasi nilai-nilai Hukum Pidana Islam 
Terhadap Hak -Hak Narapidana Perempuan di Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang ? 
 
C. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 
1. Manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui pemenuhan Hak Narpidana Perempuan 
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A 
Palembang . 
b. Menjelaskan Implementasi nilai-nilai Hukum Pidana 
Islam terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. 
Dengan tercapainya tujuan diatas, hasil dari penelitian 
ini akan memperoleh kegunaan sebagai berikut: 
2. Manfaat Penelitian. 
a. Aspek Teoritis 
Penelitian ini dapat menambah dan memberikan ilmu 





perempuan baik dari sudut pandang hukum pidana 
Islam maupun pidana di Indonesia. 
b. Aspek Praktis 
Hasil studi dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pertimbangan dan bahan pemenuhan baik secara 
kumulatif, inovatif, maupun edukatif, dan dapat 
bermanfaat bagi kalangan akademis dalam 
memahami tinjauan hukum Islam terhadap 
pemenuhan hak narapidana perempuan. 
 
D. Penelitian Terdahulu 
Dalam tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba 
mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku 
dan skripsi-skripsi dari penulisan. Ada beberapa penelitian 
tentang implementasi hak-hak terpidana perempuan antara lain : 
Heningtias Gahas Rukmana
13
. 2014, “Hak-Hak Narapidana 
Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta 
”.skripsi, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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yang menyimpulkan bahwa narapidana wanita mempunyai hak 
dasar yaitu hak kodrati yang melekat sejak lahir, karena itu 
walaupun sudah melakukan tindak pidana sehingga menjadi 
warga binaan tetap mempunyai hak dan hak-hak itu harus 
terpenuhi dengan baik. 
Juzanah
14
, 2003, “Hak-Hak Perempuan Dalam Islam 
Menurut Fatima Mernissi”, skripsi, Jurusan Aqidah Filsafat IAIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta . Dalam tulisannya menyebutkan 
bahwa  salah satu aspek ide persamaan laki-laki dan perempuan 
dalam Islam bersumber pada ajaran bahwa seluruh manusia 
berasal dari bertemunya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan 
perempuan. Titik temu ovum dan sperma kedua jenis manusia itu 
akhirnya menjadi masyarakat yang berbeda satu sama lain, dan 
ketika perbudakan telah dihapuskan dan tidak diterima sama 
sekali dalam masyarakat beradab, termasuk dalam intimidasi 
dalam pemenuhak hak wanita. 
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2016, Skripsi, “Pelaksanaan Pembinaan 
Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kab. Gowa 
Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurusan Hukum Pidana dan 
Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar. Dalam tulisannya 
menyebutkan bahwa pentingnya menggali ajaran Islam demi 
mengunggah kesadaran umat Islam, terutama para perempuan 
agar dapat mengerti, memahami, dan menuntut hak-haknya yang 
asasi dan selanjutnya mampu menunaikan kewajiban asasinya 
secara optimal. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, belum 
ditemukan topik karya ilmiah yang membahas tentang 
Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-
Hak Narapidana Perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik 
untuk menggali lebih dalam tentang imeplementasi nilai-nilai 
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E. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian 
lapangan (field research) yang dilakukan di Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang, 
melakukan wawancara langsung dengan kepala seksi binaan 
dan anak didik dan 10 narapidana perempuan yang sudah 
menjalani masa tahanan minimal 2 tahun di LAPAS, guna 
mendapatkan data yang di inginkan. Di samping itu juga 
dilandasi dengan penelitian keputusan dengan cara membaca 
buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 
dalam skripsi ini. 
2. Jenis dan Sumber data 
Data penelitian ini adalah data kualitatif adapun sumber 
data penelitian ini adalah narapidana perempuan yang ada di 
LPP Palembang dan sumber data dalam penelitian ini 







a. Data Primer 
Data primer adalah data yang secara langsung 
diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau 
objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini 
berupa hasil wawancara dengan kepala seksi binaan 
dan anak didik dan 10 narapidana perempuan yang 
sudah menjalani masa tahanan minimal 2 tahun di 
LAPAS, serta data yang diperoleh secara langsung oleh 
penulis melalui observasi di Lembaga Pemasyarakatan 
Perempuan Kelas IIA Palembang. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 
Literatur (data sekunder). Dalam penelitian ini, data 
sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode 
pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, 





data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan 
penelitian dokumen dan lain sebagainya.
16
 
3.  Objek dan Sampel 
Menurut Suharsini Arikunto objek penelitian adalah ruang 
lingkup atau hal-hal menjadi pokok permasalahan dalam 
suatu penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini, 
ditarik dengan menggunakan purposive sampling. 
Menurut Soerjono Soekanto purposive sampling adalah 
mengambil sampel dengan ditentutkan terlebih dahulu 
oleh peneliti berdasarkan kemaunya.
17
 Adapun yang 
menjadi sampel adalah Kepala Seksi binaan dan anak 
didik dan 10 narapidana perempuan yang sudah menjalani 
masa tahanan minimal 2 tahun di LAPAS kelas IIA 
Palembang.  
4.  Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk 
melakukan penelitian dalam rangka menjawab 
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permasalahan ini adalah LAPAS perempuan kelas IIA 
Palembang di Jalan Merdeka Nomor 12, 19 ilir, Bukit 
Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk 
penelitian ini, penulis melakukan dua teknik pengumpulan 
data sebagai berikut: 
1. Studi lapangan, studi ini digunakan untuk 
mendapatkan data primer yaitu dengan metode 
wawancara, wawancara digunakan untuk memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 
jawab sambil bertatap muka antara wawancara dan 
responden atau orang yang diwawancarai, dengan 
atau menggunakan pedoman (guide) wawancara.
18
 
b. Studi kepustakaan, studi ini digunakan untuk 
mendapatkan data sekunder dengan menggunakan 
data yang diambil dari buku-buku ilmiah, peraturan-
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peraturan, dan dokumen-dokumen yang dapat 




6. Teknik Analisa Data 
Analisa data yang dilakukan dengan metode deskriptif 
kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau 
menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada 
rumusan masalah yang ada pada rumusan masalah, secara 
sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini 
disimpulkan secara induktif yaitu dari khusus ke umum yang 
menggambarkan secara khusus yang ada kaitannya dengan 
masalah yang penulis teliti, dianalisan kemudian diambil 
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Hak Narapidana Perempuan Dalam Perspekif Hukum Positif 
Dan Hukum Pidana Islam 
 
A. Pemahaman 
1. Pengertian Hak Asasi Manusia  
Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia 
yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan 
yang merdeka, setara, dan bermartabat. Hak tersebut terdiri atas 
hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya yang 
tertuang dalam instrumen HAM Internasional, regional, serta 
UUD setiap negara
20
. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia dan 
berhak dinikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia. Hak 
tersebut merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada 
diri manusia, bersifat universal dan langgeng dan harus 
dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, 
dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Kewajiban menghormati 
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Dalam menanggapi tentang Hak Asasi Manusia A. 
Ubaedillah dan Abdul rozak, menyatakan bahwa Hak Asasi 
Manusia adalah sekumpulan perangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang 
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 




Sedangkan munurut Erwin, menyatakan bahwa Hak Asasi 
manusia merupakan hak dasar yang melekat, pemberian Tuhan 
dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak 
dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum 
yang ada, jelas, adil, dan benar sehingga harus dihormati, dijaga 
dan dilindungi oleh individu, masyarakat dan Negara.
23
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Adapun sedikit penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia 
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia dari pasal 9 sampai pasal 66, sebagi 
berikut: 
a. Hak Untuk Hidup 
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidu
p dan meningkatkan taraf kehidupannya. 
b. Hak Bekeluarga dan Melanjutkan Keturunan 
Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.  
c. Hak Mengembangkan Diri 
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara layak. 
d. Hak Memperoleh Keadilan 
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk 
memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, 
pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, 
perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses 





yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil 
dan benar. 
e. Hak Atas Kebebasan Pribadi 
Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani 
maupun jasmani. Dan karena itu tidak boleh ada objek 
penelitian tanpa persetujuan darinya, serta tidak seorang 
pun boleh diperbudak atau diperhamba. 
f. Hak Atas Rasa Aman. 
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta 
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat 
atau tidak berbuat sesuatu. 
g. Hak Atas Kesejahteraan 
Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain demi 
mengembangkan dirinya, keluarga, bangsa dan 
masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum, dan 
setiap orang berhak untuk bertempat tinggi serta 






h. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan. 
Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama 
berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, 
dan atau asal usulan kepada pemerintah dalam rangka 
pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, dan 
efesien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
i. Hak Wanita 
Hak wanita dalam undang-undang ini adalah Hak Asasi 
Manusia, seseorang wanita berhak untuk memperoleh 
pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, 
dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan. 
j. Hak Anak 
Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat, dan negara, dan setiap anak 
berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, 





atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Kewajiban menghormati Hak Asasi manusia tersebut, 
tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama 
berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam 
hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaann dan penghidupan 
yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan 
memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan 




2. Hak Narapidana Perempuan Menurut Hukum 
Positif 
Konferensi dunia tahun 1993 di Wina mengeluarkan 
deklarasi tentang Hak Asasi Manusia. Dalam deklarasi itu 
ditegaskan bahwa Hak Asasi manusia adalah hak yang dibawa 
oleh manusia sejak lahir dan pemerintah merupakan penanggung 
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jawab utama perlindungan terhadap hak tersebut. Hak Asasi 
manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang 
mempunyai martabat kemanusiaan hakiki dan bahwa tanpa 
memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa asal usul 
kebangsaan, umur, kelas, agama atau keyakinan politik dan setiap 
manusia berhak menikmati hak tersebut. Berkaitan dengan 
kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari Hak Asasi 
perempuan, pada bagian kesembilan Undang-Undang nomor 39 
tahun 1999 pasal 49 ayat 2 bahwa “wanita berhak untuk 
mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan 
atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam 
keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi 
reproduksi wanita”. Kemudian ditegaskan lagi bahwa “Hak yang 
melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksi dijamin 
dan dilindungi oleh hukum”. Hak khusus yang dimaksud dalam 
undang-undang tersebut adalah haid, hamil, melahirkan dan 
pemberian kesempatan untuk menyusui.
25
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Pada tahun 1979, PBB mengesahkan Convension the 
Elemination of All Form of Discrimination Againt Women 
(CEDAW). Sebuah konvensi penghapusan segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini mengharapkan 
segalah hak khusus perempuan yang sering terabaikan karena 
tidak tersurat dalam undang-undang dan HAM secara umum, 
dapat diperhatikan dan dipenuhi pada pasal 11 ayat 1 f 
(CEDAW), dikemukakan tentang “Hak atas jaminan kesehatan 
dan keselamatan kerja termasuk perlindungan fungsi reproduksi”. 
Kemudian pada pasal 12 ayat 2 di jelaskan secara rinci bahwa 
“negara-negara peserta wajib menjamin pelayanan perempuan 
yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa 
sesudah persalinan dengan memberikan pelayanan cuma-cuma 
dimana perlu memberi makanan bergizi yang cukup selama 
kehamilan dan menyusui”.26 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 1992 Tentang kesehatan Bab III Pasal 4 yang menyatakan 
bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 
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memproleh derajat kesehatan yang optimal”. Berkenaan dengan 
kesehatan dijelaskan bahwa “kesehatan adalah keadaan 
kesejahteraan badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap 
orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Selanjutnya 
dalam Bab V bagian ketiga pasal 20 ayat 2 tentang perbaikan 
gizi, dijelaskan bahwa “perbaikan gizi meliputi upaya 
peningkatan status mutu gizi, pencegahan, penyembuhan dan atau 
pemulihan akibat gizi salah”. Upaya untuk keselamatan 
perempuan juga bermunculan dari berbagai organisasi 
kemasyarakatan (LSM) di dalam maupun di luar negeri. Salah 
satunya adalah Safe Motherhood Initiative (SMII) mengadakan 
aksi bersama dalam upaya keselamatan ibu dalam bentuk “10 




1. Mengangkat keselamatan ibu melalui issu Hak Asasi 
Manusia  
2. Memberdayakan perempuan, mendukung pilihan yang 
diambil 
3. Mengangkat dimensi investasi sosial dan ekonomi 
dalam issu keselamatan ibu 
4. Kampanye untuk menunda usia perkawinan dan 
persalinan muda 
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5. Membangun  kesadaran masyarakat bahwa setiap 
kehamilan membawa resiko 
6. Menjamin kehadiran tenaga penolong terlatih dalam 
setiap persalinan 
7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi 
yang bermutu dan terjangkau 
8. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan 
memberikan perhatian pada pengguguran kandungan 
yang tidak aman  
9. Membuat evaluasi setiap kemajuan yang diperoleh 
10. Memanfaatkan kekuatan kerjasama. 
 
3. Hak Asasi Manusia Menurut Islam 
Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukan 
bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai 
makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan 
penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu 
sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama 
manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan Allah SWT 
bersifat permanen, kekal, abadi, tidak boleh dirubah atau 
dimodifikasi. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang Hak 
Asasi yakni hak manusia dan Hak Allah. Setiap hak itu saling 
melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi dan juga 
sebaliknya. Konsep Islam mengenai kehidupan manusia 





Allah melalui ketentuan syariat-Nya sebagai tolak ukur tentang 
baik buruk tatanan kehidupan manusia baik secara pribadi 
maupun warga masyarakat atau warga bangsa.  
Berbiacara tentang Hak Asasi dalam Islam, Maulana Abul 
Al-Maududi berpendapat hak-hak yang diberikan oleh raja-raja 
atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut 
kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu 
maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencabut 
hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.
28
 Sedangkan Suprityanto 
Abdi, terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan 
Hak Asasi manusia, baik yang dikemukakan oleh para sarjana 
barat atau pemikir muslim sendiri, yaitu: 
29
 
a. Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsep Hak 
Asasi manusia modern.  
b. Islam menerima semangat kemanusiaan Hak Asasi 
manusia modern. 
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c. Menegaskan bahwa Hak Asasi manusia modern adalah 
khazanah kemanusiaan universal dalam Islam 
memberikan landasan normatif yang sangat kuat 
terhadapnya. 
 Hak Asasi manusia dalam Islam sangat memelihara 
kehidupan manusia, berupa menolong kepada yang 
membutuhkan pertolongan, memberikan pengobatan bagi yang 
sakit, dan memberi makan bagi yang kelaparan. Oleh karena itu 
Islam sangat menganjurkan untuk saling melindungi dan 
dilindungi antar sesama manusia sama seperti dalam  tafsir 
Bachtiar Surin memberi makna bahwa “Memelihara kehidupan” 
berarti juga memberi makan mereka yang kelaparan, memberi 
pengobatan yang sakit, menolong yang kesusahan, betapa tinggi 
nilai manusia dalam ayat ini.
30
 Adapun jenis-jenis Hak Asasi 
manusia dalam pandangan Islam adalah: hak untuk hidup, hak 
untuk keselamatan hidup, hak penghormatan terhadap kesucian 
kaum wanita, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, 
hak indvidu atas kebebasan, hak atas keadilan, hak kesamaan 
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derajat umat manusia, hak untuk kerja sama dan tindak bekerja 
sama.
31
 Berikut adalah penjelasan dari HAM menurut pandangan 
Islam yaitu: 
Hak Asasi Manusia dalam Islam meliputi: 
a. Hak untuk hidup 
Hak Asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup 
dan ditegaskan di dalam Al-Qur‟an yaitu: 
 ٍطَْفٔ ِسٍْ َِغب بًعَْفٔ ًَ ََتل ْٓ َِ  ُ ََّٗٔأ ًَ ٍِئاَسِْظإ ًَِٕب ََٰىٍَع َبَْٕبتَو َِهٌ
ََٰذ ًِ َْجأ ْٓ ِ
 ب َّ ََّٔأََىف َبَ٘بٍَْحأ ْٓ َِ َٚ  بًعٍ ِّ َج َضبٌَّٕا ًَ ََتل ب َّ ََّٔأََىف ِضَْزْلْا ًِف ٍدبََعف ْٚ َأ
 ُْ ُْٕٙ ِ  اًسٍِثَو َّْ ِإ َُّ ُث ِثَب ٍَِّٕبٌْ ِبب َبٍُُٕظُز ُْ ُْٙتَءبَج َْدَمٌ َٚ  ۚ بًعٍ ِّ َج َضبٌَّٕا َبٍَْحأ
 َْ ُٛفِسْع ُّ ٌَ ِضَْزْلْا ًِف َِهٌ
ََٰذ َدَْعب 
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 
Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang 
manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, 
atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 
barang siapa yang memelihara kehidupan seorang 
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara 
kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah 
datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan 
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 
banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka 
bumi”.(Q.S. Al-Maidah ayat 32) 
 
                                                          





b. Hak Atas Keselamatan Hidup 
Hak ini juga terdapat pada surat Al-maidah ayat 32 
dijelaskan 
 
 “Dan barang siapa menyelamatkan dengan perbuatan 
hidup seorang manusia maka dengan perbuatanya itu 
seakan-akan ia menyelamatkan hidup seluruh umat 
manusia” 
 
c. Hak Penghormatan Terhadap Kesucian Kaum Wanita 
Unsur ketiga dalam piagam Hak-Hak Asasi manusia 
yang diberikan oleh Islam adalah bahwa kesucian 
seorang wanita harus dihormati dan dilindungi setiap 
saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau termasuk 
bangsa musuh, baik ia ditemukan didalam hutan 
belantara atau disebuah kota yang ditaklukan. Seorang 
muslim tidak diperbolehkan menyiksanya secara fisik 
dalam keadaan apapun. 
d. Hak Untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup Pokok 
Hak ini terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 19: 





“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin 
yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 
bagian”32. 
 
e. Hak Individu Atas Kebebasan  
Islam secara tegas melarang praktek primitif 
penangkapan orang yang mereka untuk dijadikan hamba 
sahaya atau budak atau untuk diperjual belikan sebagai 
hamba sahaya. 
f. Hak Atas Keadilan 
Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat 
mutlak diantara manusia tanpa melihat warna kulit, ras, 
atau kebangsaan, melainkan menjadikan realitas yang 
penting. Menurut Islam Tuhan memeberikan kepada 
manusia hak persamaan ini sebagai Hak Asasi manusia. 
Oleh karena itu, tidak seorang pun yang dapat dikenai 
diskriminasi. 
g. Hak Untuk Kerjasama Dan Tidak Bekerjasama. 
Hak ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 2, 
yang artinya: 
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“Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan 
kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran”. 
 
4. Hak Narapidana Perempuan Menurut Hukum 
Islam 
Pembentukan Hukum Islam memiliki tujuan untuk 
merealisasikan kemaslahatan sekunder (hajiyyah) serta kebutuhan 
pelengkap (tahsiniyyat).
33
Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak 
terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana-
mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini dalam keputusan 
Hukum Islam disebut Al Maqashid Al Syari‟ah Al Kahmsah (lima 
hal inti atau pokok) dan dijelaskan dalam buku Kaidah-Kaidah 
Fiqh menyatakan bahwa “Hukum Pidana Islam bertujuan 
melindungi lima kebutuhan hidup manusia”. Abu ishaq al-shatibi 
merumuskan lima tujuan yaitu:
34
 
1. Hifzh al din (memelihara agama) 
2. Hifzh al nafsi (memelihara jiwa) 
3. Hifz al maal ( memelihara harta) 
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4. Hifz al nash ( memelihara keturunan) 
5. Hifz al „aqli (memelihara akal) 
Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan 
makhluk yang mulia dan setiap manusia berhak memiliki dan 
dilindungi dalam hak-haknya sebagai kehilangan hak-haknya, 
salah satu firman Allah Swt tentang tujuan hukum pidana Islam 
yaitu memelihara keturunan. Allah Swt berfirman: 
 ِٓ ٌْ َِدٌا َٛ ٌْ ِبب َٚ  ۖ ًبئٍْ َؼ ِٗ ِب اُٛوِسُْؽت ََّلاأ ۖ ُْ ُىٍْ ٍََع ُْ ُىُّبَز ََ َّسَح ب َِ  ًُ َْتأ ا ْٛ ٌَبََعت ًْ ُل
 َلا َٚ  ۖ ُْ ُ٘بٌَِّإ َٚ  ُْ ُُىلُشَْسٔ ُٓ  َْٔ ۖ ٍقَلَ ِْ ِإ ْٓ ِ  ُْ ُوَدَلا ْٚ َأ اٍُُٛتَْمت َلا َٚ  ۖ ًبٔبَعِْحإ
 ًِتٌَّا َطْفٌَّٕا اٍُُٛتَْمت َلا َٚ  ۖ َٓ ََطب ب َِ َٚ  َبْٕٙ ِ  ََسَٙظ ب َِ  َػِحا َٛ َفٌْ ا اُٛبَسَْمت
 َْ ٍُِٛمَْعت ُْ ُىٍَََّعٌ ِٗ ِب ُْ ُوب َّ َٚ  ُْ ُِىٌ
ََٰذ ۚ ِّك ٌَْ ِبب َِّلاإ ُ َّ  ََ َّسَح 
Katakanlah (Muhammad) "Marilah kubacakan apa yang 
diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu 
mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap 
kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-
anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki 
kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati 
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya 
maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa 
yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan 
sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan 





Dari penjelasan ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Islam 
melarang keras atas perbuatan yang dapat mengancam hilangnya 
nyawa seorang anak. Karena di dalam Islam suatu pembunuhan 
terhadap seorang manusia sama saja membunuh semua manusia.  
Dengan demikian memelihara keturunan ( hifz an-nasl) 
adalah salah satu dari tujuan diturunkan syariat atau ajaran Islam, 
sebab itu masalah keturunan, masalah anak, dan masalah 
kependudukan adalah hal yang sangat penting untuk diatur 
dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai suatu kebaikan 




Dalam pemeliharaan jiwa(Hifzh al nafsi) kesehatan Allah 
Swt berfirman: 
 َسْفٌَّلا َىُىُلتَْقي َلََو َسَخآ اًه ََِٰلإ ِ َّاللَّ َعَه َىىُعَْدي َلَ َييِرَّلاَو
 َِكل ََٰذ ْلَعَْفي ْيَهَو ۚ َىُىًَْزي َلََو ِّقَحْلِاب َِّلَإ ُ َّاللَّ َم َّسَح ِيتَّلا
اًهَاَثأ َقَْلي 
“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain 
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 







berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, 
niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),”(Q.S AL 
furqan:68) 
Selain menjamin hak-hak wanita, Islam menjaga kaum 
wanita dari segala hal yang apat menodai kehormatannya, 
menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Atas dasar 
inilah kemudian sejumlah aturan ditetapkan oleh Allah Swt dan 
Allah juga berfirman tentang hak perempuan: 
 ُ َّ َٚ  ٌتَجَزَد َّٓ ِٙ ٍْ ٍََع ِيبَج ِّسٌٍِ َٚ  ِفُٚسْع َّ ٌْ ِبب َّٓ ِٙ ٍْ ٍََع يِرٌَّا ًُ ْث ِ  َّٓ ٌَُٙ َٚ
 ٌُ ٍِىَح ٌصٌِصَع 
 Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. Akan tetapi laki-laki, 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah (2): 
228) 
 
Menurut Thahir „Asyur rahimahullah:  
 
 Agama Islam sangat memperhatikan kebaikan urusan 
perempuan. Bagaimana tidak, karena perempuan adalah 
setengah dari jenis manusia, pendidik pertama dalam 
pendidikan jiwa sebelum lainnya, pendidikan yang 
berorientasi pada akal agar perempuan tidak terpengaruh 
dengan segala pengaruh buruk, dan juga hati agar tidak 
dimasuki setan. 
 
Islam memberikan kedudukan dan kehormatan yang tinggi 





sendiri. Pada kenyataannya. Apabila kedudukan tersebut tidak 
seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, maka persoalannya akan 
lain. Sebab, struktur, adat, kebiasaan, dan budaya masyarakat 
juga memberikan pengaruh yang signifikan kepada perempuan.
36
 
B. Konsep Narapidana Perempuan 
Hak perempuan dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 
beserta amandemen tidak menyebut secara eksplisit, kata-kata 
laki-laki dan perempuan, tetapi menyatakan dengan kata-kata 
“setiap warga negara”. Dalam pembukaan UUD 1945 hak 
perempuan dijamin dalam dasar negara “kemanusiaan” yang adil 
dan beradab”. Manusia terdiri dari perempuan dan laki-laki, 
demikian pula seluruh rakyat Indonesia, hal ini ditentukan dalam 
pasal-pasal terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 
warga negara dan penduduknya. UUD 1945 bab X Warga Negara 
dan penduduk Pasal 26, 27, dan 28. Menentukan bahwa semua 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, disini jelas bahwa 
semua mempunyai hak yang sama, karena perempuan adalah 
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warga negara yang wajib dilindungi. Pasal 48 bahwa perempuan 
berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, 
jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan.
37
 
Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum 
persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan 
suatu konsekuensi bahwa negara di dalam memnuhi hak-hak 
warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif 
terhadap pelaksanaanya. Bukan perlakuan yang sama dalam 
artian benar-benar memperlakukan sama, akan tapi bagaimana 
terhadap pemenuhan hak-hak warga negara. Negara tetap 
memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, 
apa yang menjadi hal-hal yang fundimental dibutuhkan menjadi 
faktor yang harus ditonjolkan. Dalam berbagai studi yang 
dilakukan ditemukan bahwa tindak kriminal kebanyakaan 
dilakukan oleh laki-laki yang berada pada kategori muda dan 
pada kejahatan kekerasan, pernyataan itu melihat faktor 
psikologis dari seorang laki-laki muda yang mempunyai tingkat 
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emosional tinggi. Akan tetapi, bukan berarti seorang perempuan 
tidak mempunyai potensi untuk melakukan tindak kejahatan.  
Pemberitahuan mengenai kasus-kasus hukum yang 
melibatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan sangat jarang. 
Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan 
masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari 
sifat alamiah yang melekat pada perempuan itu sendiri. Pada 
umumnya juga tindak kriminal yang dilakukan perempuan 
terbatas pada jenis-jenis yang berpola “sex-specific-offen” seperti 
aborsi. Namun seiring perkembangan zaman yang menciptakan 
kondisi sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim 
melakukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh laki-laki 
seperti: perampokan, bisnis obat-obatan terlarang, penipuan, 
pembunuhan, sampai menjadi salah satu anggota organisasi 
kejahatan serta perdagangan manusia.
38
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GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN 
PEREMPUAN KELAS IIA PAELEMBANG  
 
A. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyaraktan Perempuan 
Kelas IIA Palembang 
Lokasi LAPAS Perempuan (LPP) Kelas IIA Palembang 
sangat strategis yaitu terletak di jantung Ibu Kota Provinsi 
Sumatera Selatan yang berlokasi di sebelah timur Masjid Agung 
SMB II Palembang dan Jembatan Ampera sehingga sangat 
mudah dikenali. Lembaga Pemasyarakatan beralamat di Jalan 
Merdeka Nomor 12, 19 ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan 30131, Indonesia .Gedung Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang merupakan 
gedung peninggalan pada jaman penjajahan Belanda yang 
didirikan pada tahun 1917 yang sebelumnya gedung Rumah 
Tahanan Kelas I Palembang. Lembaga Pemasyarakatan 
Perempuan memiliki kapasitas hunian awal sebanyak 560. Sejak 
tanggal 16 Mei 2011 Rumah Tahanan Kelas I Palembang beralih 





Palembang dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah 
Sumatera Selatan Nomor:W5.Ew5.PL.04.01-473, dan sekarang 
diubah kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 
Kelas IIA Palembang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2016. 
  
B.  Tri Darma, Visi, Misi, dan Motto, serta Tujuan Petugas 
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 
Palembang 
Tri Darma Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 
Kelas IIA Palembang. 
1. Kami petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum, 
pembina, dan pembimbing dan penegak Hak Asasi 
warga binaan masyarakat. 
2. Kami petugas Pemasyarakatan wajib bertindak adil dan 
bersikap bijaksana dalam pelaksanaan tugas. 
3. Kami petugas Pemasyarakatan bertekad menjadi suri 
tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem 





Visi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 
Palembang. 
Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 
Palembang yang terdepan dalam pelayanan, profesional, 
religious, bersih dan produktif. 
Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 
Palembang. 
1. Melaksanakan pelayanan pembinann kepribadian dan 
kemandirian warga binaan masyarakat. 
2. Melaksanakan registrasi, klasifikasi dan sistem 
keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. 
3. Melaksankan perawatan bagi warga binaan 
pemasyarakatan. 
4. Melaksanakan bengkel kerja produktif. 
Motto Lembaga Pemasyarkatan Perempuan Kelas IIA 
Palembang. 
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang 
memiliki motto BERIAS merupakan singkatan dari Bersih Rapi 





Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 
Palembang. 
1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar 
menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
yang baik dan bertanggung  jawab. 
2. Memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dalam 
rangka proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan. 
C. Keterangan Uraian Tugas Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang 
yaitu: 
1. Memimpin Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kela
s IIA Palembang 
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan, 
kegiatan kerja administrasi, keuangan dan tata tertib, 





urusan kepegawaian, keuangan umum, termasuk 
pengawasan dalam rangka tujuan pemasyarakatan 
Narapidana/Anak didik sesuai peraturan yang berlaku. 
3. Menetapkan rencana kerja dan program kerja Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. 
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan 
Pemda dan instansi terkait. 
5. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang 
tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan. 
6. Mengikuti rapat kerja. 
7. Membina ketatausahaan di lingkunngan Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. 
8. Menilai dan menegaskan penilaian pelaksanaan 
pekerjaan pejabat bawahan. 
9. Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Lembag
a Pemasyarak-atan Perempuan Kelas IIA Palembang. 
10. Melakukan pengawasan melekat di lingkuan Lembaga 





11. Mengkoordinasikan pengolahan anggaran rutin 
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 
Palembang.  
12. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai. 
13. Mengkoordinasikan pengendalian administrasi 
kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 
Kelas IIA Palembang. 
14. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala 
Kantor Wilayah. 
15. Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan 
laporan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 
IIA Palembang. 
16. Mengkoordinasikan pelaksanaan adminstrasi 
perlengkapan 
Tugas Kasubag TU antara lain: 
1. Menyusun rencana kerja tahunan bagian tata usaha. 
2. Mengamati dan menilai pelaksanaan pekerjaan kaur 
umum, kaur kepegawaian dan staf. 





4. Melaksanakan ketata usahaan bagi tata usaha. 
5. Menyusun membuat konsep surat. 
6. Memeriksa draft dan menandatangani konsep surat 
yang diajukan bawahan. 
7. Meneliti laporan bulanan, triwulan, semester dan 
tahunan urusan kepegawaian, keuangan dan umum. 
8. Mengkoordinasikan pendistribusian dan pengolahan 
arus surat masuk dengan sistem kartu kendali dan buku 
agenda untuk memperlancar penerimaan informasi. 
9. Mengkoordinir pengetikan dan pengiriman surat 
keluar. 
10. Meneliti penyusunan DUK. 
11. Mengontrol proses penaikan pangkat. 
12. Mengkoordinir proses pelantikan kenaikan pangkat 
golongan dan penyesuaian ijazah. 
13. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kenaikan gaji 
berkala. 






15. Mengkoordinir proses pelaksanaan perawatan gedung, 
telepon, listrik, dan air. 
16. Mengkoordinir dan meneliti surat pertanggung jawaban 
penggunaan anggaran rutin maupun proyek sesuai 
dengan bukti pengeluaran. 
17. Melaksanakan perintah Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. 
18. Melaksanakan piket hari libur. 
Tugas Kaur Umum 
1. Menyusun rencana kerja urusan umum. 
2. Melakukan pendistribusian, pengolaan atas surat masuk 
dengan sistem kartu kendali. 
3. Meneliti konsep pertanggung jawaban pengguna biaya 
pengiriman surat dinas. 
4. Meneliti dan mengkoreksi konsep surat. 
5. Menyusun arsip dan dokumen. 
6. Menyiapkan bahan tanggapan rastaf sebagai bahan 





7. Mengatur kegiatan, pelayanan penyimpanan dan 
pemeliharaan surat-surat dan dokumen kantor. 
8. Mengajukan tagihan pemeliharaan perlengkapan kantor, 
rumah dinas dan biaya langganan telepon. 
9. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas agar siap 
untuk digunakan 
10. Mengatur biaya kendaraan dinas sebagai bahan 
pertanggung jawaban penggunan kendaraan dinas. 
11. Melakukan pemeliharaan perlengkapan kantor, gedung 
dan rumah dinas sesuai anggaran. 
12. Melakukan pemeliharaan pesawat telepon, listrik, air, 
dan kebersihan ruangan. 
13.  Menyiapkan dan menyusun laporan berkala umum.  
14. Mengajukan penghapusan atau penjualan perlengkapan 
kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 
15. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan. 
16. Melaksankan pembinaan pegawai urusan umum. 





Tugas Kaur KEPEG KEU 
1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian dan 
keuangan. 
2. Memeriksa laporan urusan kepegawaian dan keuangan. 
3. Menyiapkan pengusulan pengangkatan dalam jabatan 
struktural. 
4. Memeriksa surat pertanggung jawaban belanja. 
5. Memeriksa pembuatan daftar gaji/lembur/rapel 
pegawai. 
6. Memeriksa usulan kenaikan pangkat pegawai  
7. Memeriksa usulan kenaikan gaji berkala dan tunjungan 
pegawai. 
8. Memeriksa berkas usulan pembuatan Karis, Karsu, 
Taspen, Kerpeg, dan Izin Belajar Pegawai. 
9. Memeriksa Impasing, KP4, DP3 pegawai. 
10. Melaksanakan pencarian dana berdasarkan SPM yang 
diterima. 






12. Memeriksa pembuatan daftar urut kepangkatan. 
13. Memeriksa pemberian panghargaan dan tanda 
kehormatan pegawai. 
14. Memeriksa rekap absen pegawai. 
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut  Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dibantu oleh 
para pegawai dan staf yaitu diantaranya Kasibinadik, Kasi 
Kegiatan Kerja, Kasi Administarsi Kamtib, Kapala KPLP, 
Kasubsi Registrasi, Kasubsi Bimker dan Lolahasker, Kasubsi 
Keamanan, Kasubsi Sarana Kerja, Kasubsi Ptotatib, dan pihak-
pihak yang diberi kewenangan yang lainnya. 
D.  Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Perempuan Kelas IIA Palembang. 
Kapasitas : 195 
Isi  : 476 
Hari/Tanggal : 14 Mei 2018 
E. Dasar Hukum dan Tugas Pokok Serta Fungsi Lembaga 





1. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Perempuan 
Kelas IIA Palembang 
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 
Palembang merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) 
di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Tugas Pokoknya 
adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak 
didik. 
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 
IIA Palembang 
a. Melakukan pembinaan dan perawatan Narpidana dan 
Anak Didik. 
b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan 
mengelola hasil kerja. 
Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana dan 
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PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DAN 
IMPELEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM PIDANA 
ISLAM TERHADAP HAK-HAKNARAPIDANA 
PEREMPUAN 
 
A. Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Dalam 
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 
Paelmbang 
Pemenuhan hak merupakan usaha yang dilakukan demi 
terpenuhnya suatu kebutuhan, hak bukan hanya diperoleh oleh 
orang-orang yang tidak terjerat hukum, karena seseorang 
melanggar hukum, seseorang yang sedang berproses dalam 
peradilan bahkan seseorang yeng tengah menjalani hukuman di 
lembaga pemsyarakatan juga mempunyai hak-hak yang 
dilindungi dan harus terpenuhi. Dalam hal pemenuhan, negara 
mengarahkan sumber daya untuk memenuhi hak individu warga 
negara dan menjamin setiap individu mendapatkan haknya yang 
tidak dapat dipenuhi sendiri. Menurut Komentar Umum No.14 





kewajiban pemenuhan hak perempuan mencakup kewajiban 
untuk memfasilitasi dan menyediakan berbagai fasilitas, barang-
barang, layanan, dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk 




Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan 
martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk 
dihormati dan diperlukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. 
Secara mendasar, Hak Asasi manusia meliputi, hak hidup, hak 
untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk 
mengenyam pendidikan. Ketiga hal tersebut merupakan kodrat 
manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi. 
Perlindungan negara selaku pemangku kewajiban dalam 
HAM di sektor pemenuhan hak telah difasiliatsi dengan 
menyediakan peraturan tertulis dan memberi perlindungan hak 
yang berhubungan dengan pemenuhan hak. Setiap manusia 
mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga 
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Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Rentan. 
Badan Penelitian Dan Perkembangan HAM Kementrian Hukum Dan HAM, 





bukan hanya manusia tertentu saja yang mempertahankan dan 
dilindungi kehidupannya khususnya hak kodrati perempuan tetapi 
seorang narapidana juga yang telah melakukan kesalahan atau 
yang telah melanggar hukum, mempunyai hak untuk 
mempertahankan kehidupannya dan berhak mendapatkan 
perlindungan kesehatan seperti manusia yang lainnya.
41
 
Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak 
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari 
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi 
peningkatan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin 
tiap warga negara berhak atas perlindungan yang layak bagi 
kemanusiaan, karena itu pasal 33 Undang-Undang 1945 mengatur 
kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Ketiga pasal tersebut diatas mengisaratkan hak rakyat 
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sebagai individu untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan 
hidup agar memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. 
Kekayaan yang dimiliki negara yang dipergunakan untuk tujuan 
tersebut, memfasilitasi agar kebutuhan hidup dimana pemenuhan 
hak reproduksi perempuan termasuk di dalamnya. 
Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa hak reproduksi 
merupakan hak bagi seluruh warga Negara tanpa trekecuali 
termasuk warga binaan perempuan yang berada di dalam LAPAS 
perempuan kelas IIA Palembang. Oleh karena itu LAPAS 
Perempuan Kelas IIA Palembang sebagai perangkat Negara yang 
memiliki tugas untuk: 
1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar 
menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagi warga 





2. Memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dalam 




Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 memuat 
tentang prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia, terdiri 
dari: 
1. Pengayoman 
Dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan 
pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat 
dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan 
dengan cara memberikan bekal hidup berupa pemberian 
keterampilan, pendidikan, pembinaan jasmani, rohani 
dan keagamaan selama menjalani proses 
pemasyarakatan. 
2. Persamaan Perlakuan dan Layanan 
Seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama 
tanpa membeda-bedakan latar belakang orang. 
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3. Pendidikan dan Bimbingan 
Pelayanan imi dilandasi dengan penanaman jiwa 
kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, 
kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan 
dengan berlandaskan Pancasila. 
4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia 
Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada 
warga binaan yang dianggap orang tersesat tetapi harus 
harus diperlakukan sebagai manusia. 
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya 
penderitaan 
Memiliki maksud bahwa warga binaan hanya 
ditempatkan sementara waktu di dalam lembaga 
pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari 
negara. Seorang narapidana hanya kehilangan 
kemerdekaan bergerak, jadi hak-hak perdatanya seperti 
makan dan minum, pakaian, olahraga, istirahat dan hak 






6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan 
keluarga dan orang-orang tertentu. 
Dari yang dijelaskan diatas bahwasanya lembaga 
pemasyarakatan kelas IIA Palembang merupakan tempat untuk 
melakukan pembinaan terhadap pelanggaran hukum yang sudah 
diputus oleh Hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Kinerja lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang 
(LPP Palembang) dapat dikatakan cukup baik, akan tetapi masih 
ada kendala yang ada di LPP Palembang, masalah over kapasitas 
adalah masalah utama yang ada di LPP Palembang. Akan tetapi 
hal itu tidak membuat pemenuhan narapidana secara keseluruhan 
tidak optimal, sistem pemasyarakatan sepenuhnya telah 
dijalankan berdasarkan pemenuhan Hak Asasi manusia dengan 
tetap menghargai narapidana sebagai manusia biasa.  
Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 ayat (1)  yang berbunyi 
sebagai berikut: 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya; 






3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang 
layak; 
5. Menyampaikan keluhan; 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran 
media masa lainya yang tidak dilarang; 
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 
dilakukan; 
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau 
orang tertentu lainnya; 
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga; 
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; 
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Dari penjelasan mengenai hak-hak narapidana perempuan 
diatas, pemaparan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana 
perempuan di LPP Palembang sebagai berikut: 
1. Melaksanakan Ibadah 
Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah 
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selain dalam 
konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksud disni adalah 
untuk mendapatkan pendidikan keagamaan, lembaga 





menangani proses pendidikan dan pembimbingan yang 
ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. 
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA 
Paelmbang bekerja sama dengan badan kemasyarakatan atau 
perorangan seperti Yazri dan Khasanah kebajikan dan ada 
beberapa mahasiwa UIN Raden Fatah turut membantu untuk 
memberikan pendidkan dalam hak keagamaan contohnya 
ceramah, dan pengajian. Berdasarkan analisa penulis hak untuk 
ibadah sudah terpenuhi, menurut 10 narapidana memaparkan 
bahwa kegiatan pengajian, ceramah dan kegiatan ibadah yang 
lainnya terlaksana dengan baik.  
2. Mendapatkan Perawatan Rohani dan Jasmani 
Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan 
rohani dan jasmani. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 
IIA Palembang bekerjasama dengan badan kemasyarakatan atau 
perorangan seperti Yazri dan Khasanah kebajikan guna 
melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. 
Perawatan jasmani yang didapatkan oleh setiap 





mendapatakan kamar hunian yang layak dan pemberian 
perlengkapan tidur dan mandi. Hak untuk mendapatkan 
perawatan jasmani belum maksimal, bersarkan wawancara 
dengan KASI BINAPI/ ANAK DIDIK bahwa untuk perawatan 
jasmani contonya kamar hunian, LPP Palembang memiliki 
kapasitas 195 orang. Akan tetapi jumlah tahanan maupun 
narapidana pada saat ini berjumlah 476 orang dancontoh yang 
lain adalah air, persediaan air yang ada di LPP Palembang tidak 
mencukupi, untuk satu kamar hunian diberikan hanya 20 Liter 
dan itu untuk 30 WBP, dan pemenuhan rohani seperti bimbingan 
budi pekerti sudah maksimal dengan adanya lembaga-lembaga 
keagamaan yang turut membantu. 
3. Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran 
Setiap warga binaan sangat penting untuk mendapatkan 
pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut sangat penting untuk 
meningkatkan pengetahuannya. Berdasarkan penelitian, penulis 
menganalisa bahwa pemenuhan untuk mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran sudah dipenuhi. LPP Palembang bekerjasama 





pengajaran untuk meningkatkan bakat dan keterampilan yaitu, 
tata boga, tata rias, dan menjahit sudah terbantu dengan adanya 
bebrapa mahasiswa yang sering memberikan pendidikan dan 
pengajaran bagi narapidana perempuan di LPP Palembang.  
4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan 
Yang Layak 
Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang 
layak merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang tidak 
terkecuali narapidana perempuan. Pelayanan kesehatan di LPP 
Palembang sudah terpenuhi dengan adanya poliklinik 1 orang 
dokter 2 orang bidan. Pemeriksaan kesehatan di LPP Palembang 
dilakukan minimal 1 bulan sekali, sedangkan untuk mendapatkan 
makanan yang layak LPP Palembang sudah memenuhinya 
berdasarkan wawancara dengan 10 narapidana bahwa LPP 
Palembang memberikan makanan yang layak seperti sayuran dan 
buah-buhan pemberian makanan dalam sehari sebanyak 3 kali. 
5. Menyampaikan Keluhan 
Setiap narapidana perempuan mempunyai hak untuk 





penghuni LAPAS terhadap dirinya. Penyampaian keluhan di LPP 
Palembang dilakukan dengan cara tersirat dengan cara langsung 
mendatangi kantor bagian binaan. Menurut analisa penulis hak 
untuk menyampaikan keluhan di LPP Palembang sudah 
terpenuhi. 
6. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media 
Masa 
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang 
dalam hal memenuhi hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan 
media masa sudah berusaha untuk memenuhinya dengan 
menyediakan televisi dan perpustakaan, akan tetapi dikarenakan 
masalah over kapasitas sehingga narapidana harus bergantian 
bahkan ada yang tidak mendapatkannya. 
Tabel I 





1. Melakukan ibadah 
sesuai agama dan 






kepercayaan. kerohanian agama 
lainnya. 








pendidikan dan pengajaran 
Terpenuhi  Adanya jadwal 
latihan bakat dan 
keterampilan 
4. Mendapatkan pelayanan 
kesehatan dan makanan 
yang layak 
Terpenuhi  Adanya 
pemeriksaan secara 
rutin, dan pemberian 
gizi yang cukup. 
5. Menyampaikan Keluhan Terpenuhi  Bisa menyampaikan 
keluhan secara 
langsung 
6. Mendapatkan bahan 
bacaan dan mengikuti 




Kurangnya fasilitas  
7. Mendapatkan upah 
atau premi atas pekerjaan 
yang dilakukan 
Terpenuhi  Terpenuhi 
8. Menerima kunjungan, 
keluarga penasehat 
hukum, atau orang tertentu 






Hak-Hak Narapidana Perempuan Yang Terpenuhi 
dan Tidak Terpenuhi 
 
Adapun salah satu bentuk pemenuhan WBP di LPP 
Palembang di bagi menjadi 2 yaitu: 
1. Pembinaan Kepribadian 
Merupakan kegiatan untuk meningkatakan kualitas 
ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan 
lainnya 
9. Mendapatkan 
pengurangan masa pidana 
(remisi) 
Terpenuhi  Terpenuhi 
10. Mendapatkan kesempatan 
berasimilasi termasuk 
cuti mengunjungi keluarga 
Terpenuhi  Terpenuhi 
11. Mendapatkan pembebasan 
bersyarat 
Terpenuhi  Terpenuhi 
12. Mendapatkan cuti 
menjelang bebas 
Terpenuhi  Terpenuhi 
13. Mendapatkan hak-hak lain 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku 







perilaku narapidan. Ada pun pembinaan kepribadian 
yang dilaksanakan LPP Palembang yaitu pengajian, 
ceramah agama/kebaktian, baca tulis perpustakaan, dan 
latihan rebana. 
2. Pembinaan Kemandirian 
Merupakan kegiatan untuk meningkatkan bakat dan 
keterampilan narapidana. Adapun pembinaan 
kemandirian yang dilaksanakan di LPP Palembang 
yaitu tata boga, tata rias, dan menjahit.  
Tabel II 
Keadaan Penghuni Lapas Kelas IIA Palembang 
 
NO BLOK JUMLAH EXISTING 
1 Arrohmah 7 Kamar 232 Orang 
2 Marwah 2 Kamar   50 Orang 
3 Syafa 6 Kamar 111 Orang 
4 Muzdalifah 8 Kamar   61 Orang 
5 Kamar Anak- 
Anak 
1 Kamar     1 Orang 
6 Kamar 
Mapenaling 










Jumlah Sumber Daya Manusia 
 
1. Berdasarkan Pendidikan 










    49 ORANG 
      5 ORANG 
58 ORANG 
 
2. Berdasarkan Unit Kerja 
















(Data per tanggal 18/04/2018) 
Pegawai Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang berjumlah 116 
Orang yang terdiri dari 88 Perempuan dan 28 Laki-Laki. 
Berdasarkan hasil wawancara bahwa ada beberapa hak 
yang belum terpenuhi dan hal itu jelas melanggar HAM dan 
7 Kamar Ibu 
Hamil dan Bayi 
1 Kamar    3 Orang  
+ 1Bayi 





undang-undang, karena HAM dan undang-undang sudah jelas 
melindungi hak- hak manusia tanpa terkecuali, Selaku pemangku 
kewajiban untuk pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan Hak 
Asasi manusia, negara bertindak aktif agar hak-hak warga 
negaranya terpenuhi. Negara mengambil langkah-langkah 
legislatif, administratif, hukum, dan anggaran untuk 
merealisasikan secarah penuh Hak-Hak Asasi manusia.
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Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, Negara Republik Indonesia mengakui dan 
menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dan kebebasan dasar 
manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak 
terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan 
ditegakan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan 
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 
B. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam 
Terhadap Narapidana Perempuan di Lemabaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. 
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Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan tidak 
terkecuali narapidana perempuanAllah juga berfirman tentang 
hak wanita: 
 ُ َّاللََّو ٌةَجَزَد َّيِهَْيلَع ِلاَج ِّسِللَو ِفوُسْعَوْلِاب َّيِهَْيلَع يِرَّلا ُلْثِه َّيَُهلَو
 ٌني َِح ٌزيِزَع 
“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. Akan tetapi laki-laki, 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”  
(Q.S. Al Baqarah [2]: 228) 
Dijelaskan dalam buku kaidah-kaidah fiqh menyatakan 
bahwa “Hukum Pidana Islam bertujuan melindungi lima 
kebutuhan hidup manusia. Abu ishaq al-shatibi merumuskan lima 
tujuan, yaitu: 
1. Hifzh al din (memelihara agama) 
2. Hifzh al nafsi (memelihara jiwa) 
3. Hifz al maal ( memelihara harta) 
4. Hifz al nash ( memelihara keturunan) 
5. Hifz al „aqli (memelihara akal) 
Kelima tujuan hukuman Islam tersebut didalam 





syari‟ah. Tidak hanya dalam Islam hukum Indonesia juga 
melindungi hak-hak narapidana perempua1n, dalam sistem baru 
pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, narapdana 
diperlakukan sebagai subyek dan sekaligus obyek. Jadi perlakuan 
terhadap narapidana, dalam bentuk dua perlakuan yang menjadi 
salah satu adalah kemampuan manusia untuk tetap 
memberlakukan manusi sebagai manusia yang mempunyai 
keberadaan sejajar dengan manusia lain. Selain itu narapidana 
sebagai subyek juga diberkan dan dilindungi hak-haknya secara 
hukum meskipun dalam prakteknya tidak semua hak-hak tersebut 
dapat diterima oleh seorang narapidana karena berbagai sebab. 
Dalam hal pemenuhan hak narapidana sebagai subyek, 
adalah tidak ada perbedaan perlakuan dalam masalah pembinaan 
antara narapidana pemula dengan narapidana residivis. Ini dalah 
sebagai akibat tahapan proses pembinaan yang telah ditentukan 
secara baku. Namun demikian perlakuan terhadap narapidana 
pemula dan residivis, ada perbedaan dalam masalah pengawasan 
keamanan. Undang-undang juga sudah mengatur tentang 





kesehatan. Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 20 ayat 3 PP 
No.32/1999 yaitu: Anak dari narapidana perempuan yang dibawa 
ke dalam LAPAS ataupun kedalam LAPAS dapat diberi makanan 
tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 
2 (dua) tahun. 
Menurut hasil wawancara dengan respoden yaitu 10 WBP 
dan 1 KASI BINAPI anak didik di LPP Palembang mengenai 
pemenuhan nilai-nilai hukum Pidana Islam yaitu: 
1. Memelihara Agama ( Hifzh al din) 
Memelihara agama bagi warga binaan adalah hal yang 
utama dikarenakan menyangkut keyakinan, Allah berfirman: 
  ِىوُُد َْعِيل َِّلَإ َسًْ ِْااَو َّي ِْلا  َُْقلَخ اَهَو  
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku (QS. Az-Zariyat Ayat 56 ) 
Ayat diatas menjelaskan bahwa mewajibkan semua 
manusia untuk selalu mengingat Allah Swt. LPP Palembang 
sudah memenuhi hak untuk memelihara agama menurut KASI 
BINAPI/ANAK DIDIK dan narapidana perempuan, LPP 





diadakannya pengajian, ceramah, dan tidak ada hambatan untuk 
melaksanakan sholat wajib. 
2. Memelihara Jiwa ( Hifz al nafsi) 
Islam sangat memperhatikan untuk memelihara jiwa seperti 
firman Allah Swt: 
 َسْفٌَّلا َىُىُلتَْقي َلََو َسَخآ اًه ََِٰلإ ِ َّاللَّ َعَه َىىُعَْدي َلَ َييِرَّلاَو
 َِكل ََٰذ ْلَعَْفي ْيَهَو ۚ َىُىًَْزي َلََو ِّقَحْلِاب َِّلَإ ُ َّاللَّ َم َّسَح ِيتَّلا
اًهَاَثأ َقَْلي 
“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain 
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 
berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, 
niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),” (Q.S AL 
furqan:68) 
Seorang narapidana berhak untuk memelihara jiwanya atau 
kesehatan, dalam pemenuhan ini LPP Palembang sudah 
memenuhi dengan memberikan makanan yang sehat dan cukup, 
mendapatkan pengecekan kesehatan satu kali dalam sebulan, dan 
untuk hak khusus perempuan seperti menstruasi LPP Palembang 





over kapasitas, over kapasitas juga mempengaruhi  untuk 
mendapatkan tempat yang layak dan air untuk membersihkan 
untu keperluan jasmani WBP. 
3. Memlihara Harta ( Hifz al Nash) 
Di dalam Lembaga Pemasyarakatan seorang narapidana 
tidak diperbolehkan membawa barang berharga, sehingga tidak 
ada permasalahan dalam memelihara harta. 
4. Memelihara Keturunan (Hifz al nash). 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, LPP Palembang sudah 
memenuhi ajaran Islam seperti melihat keturunan bagian nikmat-
nikmat yang menyenangkan kehidupan dan mencapai 
kebahagiaan.
44
 Memiliki keturunan merupakan tujuan pokok 
diantara tujuan pernikahan. 
Menurut hasil wawancara dengan 2 responden yang pernah 
hamil dan melahirkan dan kepala seksi binaan dan anak didik, di 
dalam di LPP Palembang memelihara keturunan seperti 
perlindungan, saat mengandung WBP mendapatkan perlakuan 
khusus dimulai pemberian makanan, obat-obatan. WBP yang 
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sedang hamil mendapatkan penambahan makanan yang lebih 
sperti buah, sayuran, dan vitamin, untuk pemeriksaan kandungan 
WBP dapat melakuakn 1 bulan sekali pemeriksaan di Poli Klinik 
yang ada di LPP Palembang, dalam poliklink yang ada di LPP 
Palembang terdapat 1 dokter dan 2 orang Bidan yang secara 
bergantian siap memberikan pelayanan kesehatan bagi WBP. 
Sedangkan pada saat melahirkan menurut kedua responden 
hak melahirkan di LPP cukup diperhatikan. Ketika WBP akan 
melahirkan LPP Palembang akan menghubungi pihak keluarga 
WBP terlebih dahulu, dalam proses persalinan dilakukan di poli 
klinik yang ada di LPP Palembang, akan tetapi jika saat 
melahirkan terdapat masalah seperti kontraksi atau diharuskan 
operasi maka LPP Palembang membawa ke rumah sakit terdekat. 
Hal itu membuat kecintaan laki-laki begitu juga perempuan. 
Sebagaimana dalam firman Allah Swt: 
 َدْٕ ِع ٌسٍْ َخ ُثب ٌَِب َّصٌا ُثَبٍِلَببٌْ ا َٚ  ۖ َبٍْٔ ُّدٌا ِةَبٍ ٌَْ ا َُتٌِٕش َْ َُٕٛبٌْ ا َٚ  ُيب َّ ٌْ ا
 ً َِ َأ ٌسٍْ َخ َٚ  ًببا َٛ َث َهِّبَزا  






Ayat tersebut menjelaskan bahwa memiliki keturunan 
merupakan hak bagi semua manusia tidak terkecuali seorang 
narapidana. Dalam LPP Palembang setelah melahirkan 
narapidana berhak untuk menyusui anaknya. Untuk memenuhi 
hak menyusui LPP Palembang memberikan izin untuk WBP yang 
melahirkan membawa bayinya kedalam LPP Palembang, batas 
waktu yang diberikan dari LPP Palembang untuk WBP membawa 
bayinya yaitu sebelum bayinya berusia 2 tahun, WBP akan 
diberikan ruangan khusus untuk WBP yang memiliki bayi. Hal 
itu membuat pemenuhan ASI untuk si bayi sangatlah terpenuhi.  
Islam sangat memperhatihak hak menyusui, menyusui 
termasuk hak untuk memelihara jiwa dan LPP Palembang telah 
memnuhi hak tersebut seperti yang sudah dijelaskan dalam 
firman Allah Swt: 
 َُّ ُِتٌ ْ َأ َداََزأ ْٓ َّ ٌِ ۖ ِٓ ٍْ ٍَ ِ بَو ِٓ ٍْ ٌَ ْٛ َح َّٓ َُ٘دَلا ْٚ َأ َٓ ْعِضُْسٌ ُثاَِدٌا َٛ ٌْ ا َٚ
 َلا ۚ ِفُٚسْع َّ ٌْ ِبب َّٓ ُُٙت َٛ ْعِو َٚ  َّٓ ُُٙلْشِز ٌَُٗ ِدٌُٛ ْٛ َّ ٌْ ا َىٍَع َٚ  ۚ َتَعبَض َّسٌا
 ۚ ِٖ َِدٌ َٛ ِب ٌَُٗ ٌدٌُٛ ْٛ َِ  َلا َٚ  َبَِ٘دٌ َٛ ِب ٌةَِدٌا َٚ  َّزبَُضت َلا ۚ َبَٙعْظ ُٚ  َِّلاإ ٌطَْفٔ ُفٍََُّىت
 ب َّ ُْٕٙ ِ  ٍضاََست ْٓ َع ًلابَِصف اَداََزأ ْ ِ َإف ۗ َِهٌ
ََٰذ ًُ ْث ِ  ِثِزا َٛ ٌْ ا َىٍَع َٚ
 ََلَف ُْ ُوَدَلا ْٚ َأ اُٛعِضَْستَْعت ْ َأ ُْ ُتْدََزأ ْ ِإ َٚ  ۗ ب َّ ِٙ ٍْ ٍََع َحَبُٕج ََلَف ٍز ُٚ بََؽت َٚ
 َّْ َأ اٛ ُّ ٍَْعا َٚ  َ َّ  اُٛمَّتا َٚ  ۗ ِفُٚسْع َّ ٌْ ِبب ُْ ُتٍْ َتآ ب َِ  ُْ ُت ّْ ٍََّظ اَِذإ ُْ ُىٍْ ٍََع َحَبُٕج





“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, 
dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para 
ibu dengan cara ma‟ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 
menurut kadar kesanggupanya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
dengan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa 
atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, mak tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 233) 
 
5. Memelihara Akal ( Hifz al ‘aqli) 
 
Setiap narapidana berhak untuk memelihara akal, 
memelihara akal yang dimaksudkan adalah tidak memakai obat-
obatan terlarang, mendapatkan pembelajaran keagamaan, dan 
kegiatan yang bisa membantu narapidana untuk mengembangkan 
pikiran narapidana. LPP Palembang sudah menjalankan untuk 
pemeliharaan akal dengan tidak adanya warga binaan yang 
memakai obat-obatan terlarang dan adanya pembelajaran agama 
dan latihan kegiatan seperti rebana, ceramah, dan pengajian yang 
bisa membantu narapidana tidak merasakan frustasi di dalam 










Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan. Yaitu pemenuhan hak-hak 
narapidana  perempuan di LPP Palembang secara garis besar 
telah terpenuhi dengan adanya berbagai kegiatan untuk 
pemenuhan hak-hak narapidan tersebut, akan tetapi masih ada 
kendala pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang diakrenakan 
masalah over kapasitas dan fasilitas yang kurang memadai. 
Sedangkan untuk implementasi nilai-nilai hukum pidana 
Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang secara keseluruhan sudah 
terpenuhi dengan adanya keleluasaan untuk mendapatkan hak 









Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis 
menyarankan:  
a. Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Selatan 
sebaiknya menambah jumlah petugas LAPAS 
Perempuan Kelas IIA Palembang. Dikarenakan 
jumlah narapidana yang ada di dalam LAPAS 
Perempuan Kelas IIA Palembang telah melebihi 
kapasitas yang ada sehingga jumlah petugas ada yang 
dirasa tidak cukup untuk mengurus segala sesuatu 
yang ada di lapas. 
b. Pemerintah diharapkan memperbaiki fasilitas 
LAPAS. Dalam hal ini, Kementrian Hukum dan 
HAM Sumatera Selatan sebaiknya memperhatikan 
kembali kondisi LAPAS Perempuan Kelas IIA 
Palembang. Misalnya penambahan jumlah kamar, 
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